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PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON ?
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA ;
DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN 1

KOMISARIS BANK
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016,
tanggal 13 September 2016)

Yth. bank yang berkedudukan di luar negeri;
Direksi Bank d. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjut-
di tempat. nya disingkat BPR adalah bank perkreditan

Sehubungan dengan beriakunya Peraturan

rakyat sebagaimana dimaksud dalam Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten- |

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016
tentang Penitaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pi-
hak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tam- e.
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5098, selanjutnya disebut dengan POJK Penilaian Ke-
mampuan dan Kepatutan, perlu untuk mengatur ke-
tentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan
dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengen-

tang Perbankan sebagaimana telah diubah
" dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998; ‘
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang
selanjutnya disingkat BPRS adalah’ bank
pembiayaan rakyat syariah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
+ 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya-
riah;
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dali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan f.
komisaris bank, sebagai berikut:
. UMUM

1.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
ini, selanjutnya disingkat SE OJK, vang di-

maksud dengan: g.

a, Bank adalah Bank Umum, Bank Umum
Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; h.

b. Bank Umum yang selanjutnya disebut BUK
adalah bank umum yang menjalankan ke-
giatan usaha secara konvensicnal seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nemor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah den;;an Undang-
Undang Nomeor 10 Tahun 1998, termasuk
kantor cabang dan kantor perwakilan dari
bank yang berkedudukan di luar negeri;

¢. Bank Umum Syariah yang selanjutnya dis-
ingkat BUS adalah bank umum syariah seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, termasuk kantor perwakilan dari
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Unit Usaha Syariah yang selanjutnya dis-
ingkat UUS adalah unit usaha syariah seb-
agaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah;

Pihak Utama adalah pihak wutama seb-
agaimana dimaksud dalam POJK Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan.

Pemegang Saham Pengendali bagi Bank
yang selanjutnya disingkat PSP adalah
badan hukum, orang perseorangan dan/
atau kelompok usaha yang:

1) memiliki saham perusahaan atau Bank
sebesar 25% (dua puluh lima persen)
atau lebih dari jumlah saham yang dike-
luarkan dan mempunyai hak suara; atau
memiliki saham perusahaan atau Bank
kurang dari 25% {(dua puluh lima pers-
en} dari jumlah saham yang dikeluarkan
dan mempunyai hak suara namun yang
bersangkutan dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian perusahaan
atau Bank, baik secara langsung mau-

2)




pun tidak langsung.
Pengendalian adalah suatu tindakan yang
bertujuan untuk mempengaruhi pengelo-
laan dan/atau kebijakan perusahaan, ter-
masuk Bank, dengan cara apapun, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian terhadap Bank dapat dilaku-

- kan dengan cara-cara, antara lain sebagai

berikut:

1) memiliki secara sendiri atau bersama-
sama 25% {(dua puluh lima persen) atau
lebih saham Bank;

2} secara langsung menjalankan pengelo-
laan dan/atau mempengaruhi kebijakan
Bank;

3) memiliki hak opsi atau hak lainnya un-
tuk memiliki saham yang apabila digu-
nakan akan menyebabkan pihak terse-
but memiliki dan/atau mengendalikan
secara sendiri atau bersama-sama 25%
{dua puluh lima persen) atau lebih sa-
ham Bank;

4) melakukan kerjasama atau tindakan

vang sejalan untuk mencapai tujuan

bersama dalam mengendalikan Bank

(acting in concert) dengan atau tanpa

perjanjian tertulis dengan pihak lain, se-

hingga secara bersama-sama memiliki
dan/atau mengendalikan 25% (dua pu-
luh lima persen) atau lebih saham Bank,
baik langsung maupun tidak langsung
dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

melakukan kerjasama atau tindakan
yang sejalan untuk mencapai tujuan
bersama dalam mengendalikan Bank

(acting in concert) dengan atau tanpa

perjanjian tertulis dengan pihak lain, se- -

hingga secara bersama-sama mempun-
yai hak opsi atau hak lainnya untuk me-
miliki saham, yang apabila hak tersebut
dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak
tersebut memiliki dan/atau mengenda-
likan secara bersama-sama 25% (dua
puluh lima persen} atau lebih saham

Bank;

6} mengendalikan satu atau lebih perusa-
haan lain yang secara keseluruhan me-
miliki dan/atau mengendalikan secara
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bersama-sama 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih saham Bank:

7) mempunyai kewenangan menentukan
dan/atau memberhentikan anggota Di-
reksi, anggota Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Syariah Bank;

8) secara tidak langsung memengaruhi
atau menjalankan pengelolaan dan/atau
kebijakan Bank;

9) melakukan Pengendalian terhadap peru-
sahaan induk; dan/atau

10melakukan Pengendalian terhadap pi-
hak yang melakukan Pengendalian seb-
agaimana dimaksud pada angka 1) sam-
pai dengan angka 9).

Dalam menghitung jumlah saham yang di-

miliki dan/atau dikendalikan secara bersa-

ma-sama oleh pihak-pihak yang melakukan

Pengendalian terhadap Bank, termasuk:

1) saham Bank yang dimiliki cleh pihak

lain yang hak suaranya dapat digunakan

atau dikendalikan oleh pengendali Bank:
saham Bank yang dimiliki oleh perusa-
haan yang dikendalikan oleh pengendali

Bank;

3) saham Bank yang dimiliki oleh pihak
terafiliasi dari pengendali Bank;

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi

dari pengendali Bank adalah:

a) anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, atau yang setara atau
kuasanya, pejabat, atau karyawan
perusahaan pengendali Bank;
pengurus, pengawas, pengelola atau
kuasanya, pejabat atau karyawan
perusahaan pengendali Bank, khusus
bagi perusahaan yang berbadan hu-
kum koperasi;

c) pihak yang memberikan jasa kepada
perusahaan pengendali Bank, antara
lain akuntan publik, penilai, konsul-
tan hukum dan konsultan lain yang
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terbukti dikendalikan oleh pengendali

Bank;

d) pihak yang mempunyai hubungan ke-
luarga dengan pengendali Bank_ baik
karena perkawinan maupun karena
keturunan sampaj dengan derajat
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kedua baik secara herizontal maupun
vertikal, termasuk besan;

e} pihak yang menurut penilaian Otori-
tas Jasa Keuangan turut serta me-
mengaruhi pengelolaan perusahaan
pengendali Bank, antara lain peme-
gang saham dan keluarganya, ke-
luarga direksi, keluarga komisaris,
keluarga pengawas, dan keluarga
pengurus.

4) saham Bank yang dimiliki oleh anak pe-
rusahaan dari perusahaan yang diken-
dalikan oleh pengendali Bank;

5) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain
untuk (kepentingan) pengendali Bank
{saham nominee) berdasarkan atau ti-

- dak berdasarkan suatu perjanjian ter-
tentu;

6) saham Bank yang dimiliki oleh pihak lain

yang pemindahtanganannya memerlu-

kan persetujuan dari pengendali Bank;
saham Bank lainnya selain saham seb-
agaimana dimaksud pada angka 1) sam-
pai dengan angka 6) yang dikendalikan
oleh pengendali Bank.

Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang

selanjutnya disingkat RUPS: '

1) bagi Bank berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas adalah RUPS seb-
agaimana dimaksudkan dalam undang-
undang mengenai perseroan terbatas;

2) bagi Bank berbentuk badan hukum Pe-

" rusahaan Perseroan Daerah atau Pe-
rusahaan Umum Daerah adalah RUPS
sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai pemerintahan dae-
rah;

3) bagi Bank berbentuk badan hukum Kop-
erasi adalah Rapat Anggota sebagaima-
na dimaksud dalam undang-undang
mengenai perkoperasian.
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. Direksi:

1) bagi Bank berbentuk badan hukum
Perseroan Terbatas adalah direksi seb-
agaimana dimaksud dalam undang-un-
dang mengenai perseroan terbatas;

2) bagi Bank berbentuk badan hukum Pe-
rusahaan Perseroan Daerah atau Peru-

Busingss News 8918/4-71-2014

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

sahaan Umum Daerah adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai pemerintahan dae-
rah;

3) bagi Bank berbentuk badan hukum Ko-
perasi adalah pengurus sebagaimana

- dimaksud dalam undang-undang men-
genai perkoperasian;

4) bagi kantor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri adalah

pimpinan kantor cabang dari bank yang |

berkedudukan di luar negeri yakni pe-
mimpin kantor cabang dan pejabat satu
tingkat di bawah pemimpin kantor ca-
bang; : :

5) bagi kantor perwakilan dari bank yang
berkedudukan di luar negeri adalah pe-
mimpin. Kantor Perwakilan dari bank
yang berkedudukan di luar negeri.

Dewan Komisaris:

1) bagi Bank berbentuk badan hukum Per-
seroan Terbatas adalah komisaris seb-
agaimana dimaksud dalam undang- un-
dang mengenai perseroan terbatas;

2) bagi Bank berbentuk badan hukum
Perusahaan Perseroan Daerah adalah
komisaris sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai pemerintah-
an daerah;

3) bagi Bank berbentuk badan hukum Pe-
rusahaan Umum Daerah adalah penga-
was sebagaimana dimaksud dalam un-
dang-undang mengenai pemerintahan
daerah;

4) bagi Bank berbentuk badan hukum Ko- |

perasi adalah pengawas sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang men-
genai perkoperasian.

m. Pejabat Eksekutif adalah:

1) pejabat yang bertanggung jawab lang-
sung kepada anggota Direksi atau
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kebijakan dan/atau operasion-
al Bank, antara lain kepala divisi, kepala
kantor wilayah, kepala kantor cabang,
kepala kantor fungsional yang kedudu-
kannya paling rendah setara dengan ke-
pala kantor cabang, kepala satuan-kerja



manajemen risiko, kepala satuan kerja

kepatuhan, dan kepala satuan kerja au-

| - dit intern dan/atau pejabat lainnya yang
setara untuk BUK dan BUS;

2) pejabat yang bertanggung jawab lang-
sung kepada Direksi atau mempunyai

| pengaruh terhadap kebijakan dan/atau

operasional Bank, antara lain pemimpin
kantor cabang, kepala divisi, kepala ba-
gian, manajer dan/atau pejabat lainnya
yang setara untuk BPR dan BPRS.

n. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya dising-
kat DTL adatah daftar yang ditatausahakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat
pihak—pihak yang dilarang untuk menjadi
pemegang saham, Pemegang Saham Pen-
gendali, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan Pejabat Eksekutif pada per-
bankan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai uji/
penilaian kemampuan dan kepatutan.

2. Penilaian kemampuan dan kepatutan meru-
pakan proses untuk menilai/menguji pemenu-
han persyaratan kemampuan dan kepatutan
dalam rangka pemberian persetujuan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya dis-
ingkat OJK, terhadap pihak yang akan men-
gendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau
pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP,
caton anggota Direksi, dan calon anggota De-
wan Komisaris Bank. Dengan demikian calon
PSP, calon anggota Direksi, dan calon ang-
gota Dewan Komisaris Bank hanya dapat
menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya
setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

il. PIHAK YANG WAJIB MENGIKUTI PENILAIAN KE-
MAMPUAN DAN KEPATUTAN -

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi
Bank dilakukan oleh QJK terhadap i). calon PSP,
ii}). calon anggota Direksi, dan iii). calon anggota
Dewan Komisaris.

1, Calon PSP meliputi:

a. orang dan/atau badan hukum yang melaku-
kan pembelian, menerima hibah; menerima
hak waris atau bentuk lain pengalihan hak
atas saham Bank sehingga yang bersang-
kutan memenuhi kriteria PSP;

UMAN/PERATURAN PEMERINTAH

b. pemegang saham Bank yang tidak ter-
golong sebagai PSP (non PSP) yang
melakukan penambahan setoran modal,
melakukan pembelian saham Bank, me-
nerima hibah saham Bank, menerima hak
waris, atau bentuk lain: pengalihan hak
atas saham Bank, sehingga mengakibat-
kan yang bersangkutan memenubhi kriteria
PSP;

¢c. non PSP namun menurut OJK dinilai
melakukan Pengendalian Bank;

d. orang dan/atau badan hukum yang di-
golongkan sebagai pengendali Bank kare-
na adanya perubahan struktur kelompok
usaha Bank;

e. orang dan/atau badan hukum yang akan
menjadi PSP pada Bank hasil penggabun-
gan {merger);

f. orang dan/atau badan hukum yang akan
menjadi PSP Bank hasi! peleburan (konsoli-
dasi); y

g. orang dan/atau badan hukum yang akan
menjadi PSP pada Bank yang akan didiri-
kan.

. Calon anggota Direksi atau calon anggota De-

wan Komisaris meliputi:

a. orang yang belum pernah menjadi anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris
Bank, yang dicalonkan menjadi anggota Di-
reksi atau anggota Dewan Komisaris Bank;

b. orang yang sedang menjabat sebagai ang-
gota Direksi atau anggota Dewan Komisa-
ris Bank, yang dicalonkan menjadi anggota
Direksi atau anggota Dewan Komisaris
pada Bank lainnya;

¢. orang yang pernah menjabat sebagai ang-

_ gota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris Bank, vyang dicalonkan men-
jadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris pada Bank yang sama atau pada
Bank tainnya; !

d. anggota Dewan Komisaris Bank yang di-
calonkan menjadi anggota Direksi pada
Bank yang sama;

e. anggota Dewan Komisaris Bank yang di-
calonkan menjadi Komisaris Independen
pada Bank yang sama;

f. anggota Direksi Bank yang dicalonkan
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menjadi Direktur yang membawahkan
Fungsi Kepatuhan pada Bank yang sama;

g. anggota Direksi Bank yang dicalonkan

menjadi anggota Dewan Komisaris pada

Bank yang sama; '

h. anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Bank yang dicalonkan ke jabatan
yang lebih tinggi pada Bank yang sama,
meliputi;

1) anggota Dewan Komisaris yang akan
diangkat menjadi komisaris utama/wakil
komisaris utama atau yang setara den-
gan itu pada Bank yang sama;

2) anggota Direksi yang akan diangkat
menjadi direktur utama/wakil direk-
tur utama atau yang setara dengan itu
pada Bank yang sama;

i. orang yang dicalonkan menjadi anggota Di-
reksi atau anggota Dewan Komisaris pada
Bank hasil penggabungan yang berasal dari
Bank yang menggabungkan (merger);

}. orang yang dicalonkan menjadi anggota Di-

reksi atau anggota Dewan Komisaris pada
Bank hasil penggabungan yang berasal
dari Bank yang menerima penggabungan
(surviving bank) termasuk perpanjangan
jabatan;

k. orang yang dicalonkan menjadi anggota Di-
reksi atau anggota Dewan Komisaris Bank
hasil peleburan yang berasal dari Bank
vang melakukan peleburan;

I. orang vyang dicalonkan menjadi pe-
mimpin kantor perwakilan dari bank yang
berkedudukan di luar negeri; -

m.orang yang dicalonkan menjadi pimpinan
kantor cabang dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri; :

n. orang yang akan menjadi anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris BUS atau
BPRS hasil perubahan kegiatan usaha yang
berasal dari Bank Umum yang melakukan
perubahan kegiatan usaha menjadi BUS
atau BPR yang melakukan perubahan keg-
iatan usaha menjadi BPRS (konversi).

. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak di-

lakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisa-
ris, kecuali perpanjangan jabatan sebagaima-

na dimaksud pada angka 2 huruf j.

. Perpanjangan jabatan anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris sebagaimana di-
maksud pada angka 3 dilaporkan kepada OJK

- disertai dengan keputusan RUPS yang mene-

tapkan perpanjangan jabatan dimaksud.

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPAT-
UTAN Faktor yang dinilai dalam penilaian kemam-
puan dan kepatutan meliputi:

. Integritas bagi calon PSP, calon anggota Di-

reksi, atau calon anggota Dewan Komisaris.

Calon wajib memenuhi persyaratan integritas

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5

POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

a. Terkait dengan persyaratan integritas beru-
pa cakap melakukan perbuatan hukum,
pengertian cakap melakukan perbuatan
hukum mengacu kepada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

b. Terkait dengan persyaratan integritas beru-
pa memiliki komitmen untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan, bagi calon
yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak .
Utama harus memiliki komitmen untuk ti-
dak melakukan dan/atau mengulangi per-
buatan dan/atau tindakan yang menyebab-
kan yang bersangkutan termasuk sebagai
pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak
Utama.

c¢. Terkait dengan persyaratan integritas beru-
pa memiliki kemitmen terhadap pengem-
bangan LJK yang sehat, calon PSP harus
menyampaikan:

1) rencana calon PSP terhadap pengem-
bangan operasional Bank yang sehat,
yang paling sedikit memuat arah dan
strategi pengembangan Bank, dan ren-
cana penguatan permodalan Bank un-
tuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga)
tahun.
pernyataan tertulis yang berisi komit-
men untuk tidak melakukan pengalihan
saham Bank yang dimilikinya dalam
jangka waktu tertentu.

d. Terkait dengan persyaratan integritas beru-
pa tidak termasuk sebagai pihak yang di-
larang untuk menjadi Pihak Utama antara
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lain calon tidak tercantum dalam DTL.

2. Reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi

atau calon anggota Dewan Komisaris.

Calon anggota Direksi atau calon anggota De-
wan Komisaris harus memenuhi persyaratan
reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 dan Pasal 6 POJK Penilaian Kemam-
puan dan Kepatutan.

. Kelayakan keuangan bagi calon PSP

Calon PSP wajib memenuhi persyaratan ke-

layakan keuangan sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 dan Pasal 7 POJK Penilaian Kemam-

puan dan Kepatutan.

a. Terkait dengan persyaratan kelayakan
keuangan berupa memiliki reputasi keuan-
gan maka calon PSP harus memenubhi per-
syaratan:

1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiay-
aan macet; dan

2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau
tidak pernah menjadi pemegang saham,
anggota Direksi, atau anggota dewan
komisaris yang dinyatakan bersalah me-
nyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit berdasarkan ketetapan pengadilan

dalam waktu 5 {lima) tahun terakhir se-

belum dicalonkan;

b. Terkait dengan persyaratan kelayakan
keuangan berupa memiliki kemampuan
keuangan yang dapat mendukung perkem-
bangan bisnis Bank, yang antara lain ber-
dasarkan:

1) analisis kemampuan keuangan pada
saat pengajuan dan proyeksinya untuk
jangka waktu paling singkat 3 ({tiga)
tahun yang disusun oleh konsultan in-
dependen bagi calon PSP Bank berupa
badan hukum;

2} analisis kemampuan keuangan yang di-
lakukan antara lain melalui analisis do-
kumen perpajakan bagi calon PSP per-
arangan.

Termasuk dalam kriteria memiliki kemam-

puan keuangan yang dapat mendukung

perkembangan bisnis Bank adalah tidak
memiliki hutang jatuh tempo dan berma-
salah.

Yang dimaksud dengan hutang jatuh tempo
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dan bermasalah adalah hutang yang telah

jatuh tempo dan/atau tidak memenuhi per-

syaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Dalam pengertian memiliki hutang jatuh

tempo dan bermasalah adalah apabila

calon PSP:

1) mempunyai hutang jatuh tempo dan
bermasalah; dan/atau

2) merupakan pengendali, anggota Di-
reksi (pengurus}, atau anggota Dewan
Komisaris (pengawas) dari badan hu-
kum vyang mempunyai hutang jatuh
tempo dan bermasalah; baik dalam in-
dustri perbankan maupun di luar indus-
tri perbankan.

c. Terkait dengan persyaratan kelayakan
keuangan berupa memiliki komitmen untuk
melakukan upaya-upaya yang diperlukan
apabila Bank menghadapi kesulitan keuan-
gan, vang dimaksud dengan upaya-upaya
yang diperlukan adalah untuk memberi-
kan bantuan likuiditas kepada Bank, mem-
perkuat permodalan Bank, atau mencari
investor lain dalam rangka memperkuat
likuiditas atau permaodalan Bank.

4. Kompetensi bagi calon anggota Direksi dan

calon anggota Dewan Komisaris.

Calon anggota Direksi dan calon anggota De-
wan Komisaris harus memenuhi pérsyaratan
kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 4
dan Pasal 8 POJK Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan, yang mencakup:

a. bagi calon anggota Direksi:

1} pengetahuan di bidang perbankan yang
memadai dan relevan dengan jabatan-
nya.

Yang dimaksud dengan pengetahuan di

bidang perbankan antara lain:

a) bagi calon anggota Direksi BUK, pen-
getahuan tentang peraturan dan op-
erasional BUK termasuk pemahaman
mengenai manajemen risiko.

b) bagi calon anggota Direksi BUS,
pengetahuan tentang peraturan
dan operasional perbankan syariah
termasuk pemahaman mengenai
manajemen risiko.

c) bagi calon anggata Direksi BPR, pen-
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2

3)

getahuan tentang peraturan dan op-
erasional BPR termasuk pemahaman
mengenai manajemen risiko.

d) bagi calon anggota Direksi BPRS,
pengetahuan tentang peraturan dan
operasional BPRS termasuk pemaha-
man mengenai manajemen risiko.

e} bagi calon anggota Direksi BUK yang
juga bertanggung jawab terhadap
UUS, maka pengetahuan di bidang
perbankan metiputi pengetahuan se-
bagaimana dimaksud pada huruf a)
dan huruf b).

Pengetahuan mengenai tugas dan tang-
gung jawab entitas utama serta pema-
haman mengenai kegiatan bisnis utama
dan risiko utama LJK dalam konglom-
erasi keuangan, bagi calon Direksi yang
akan menjabat pada Bank yang ditunjuk
sebagai entitas utama;

Penunjukan Bank sebagai entitas utama

dan pengertian mengenai konglomerasi

keuangan mengacu kepada peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menge-

nai penerapan tata kelola terintegrasi

bagi konglomerasi keuangan.
pengalaman dan keahlian di bidang per-
bankan dan/atau bidang keuangan;

Yang dimaksud pengalaman dan ke-

ahlian di bidang perbankan dan/atau

bidang keuangan antara lain adalah
pengalaman dan keahlian di bidang op-

erasional, pemasaran, akuntansi, audit, °

pendanaan, perkreditan, pasar uang,

pasar modal, hukum atau pengalaman

dan keahlian di bidang pengawasan
lembaga jasa keuangan.

Selain itu, persyaratan pengalaman dan

keahlian di bidang perbankan dan/atau

bidang keuangan:

a) bagi anggota Direksi BUK harus
mempertimbangkan pemenuhan per-
syaratan bahwa mayoritas {lebih dari
50%]) anggota Direksi harus memiliki
pengalaman dalam operasional Bank
Umum paling singkat 5 (lima) tahun
paling rendah sebagai Pejabat Ekse-
kutif;
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b) bagi calon anggota Direksi BUS, ha-
rus mempertimbangkan:
(1)pemenuhan persyaratan bahwa

mayoritas {lebih dari 50%) ang-
-gota Direksi harus memiliki pen-
galaman pating singkat 4 (em-
pat) tahun dengan jabatan paling
rendah sebagai Pejabat Eksekutif
di industri perbankan dan paling
singkat 1 (satu) tahun diantaranya
menjabat paling rendah sebagai
Pejabat Eksekutif pada BUS dan/
atau UUS,

{2)bagi BUS vyang didirikan me-
lalui proses perubahan kegiatan
usaha (konversi), komposisi Di-
reksi dalam 2 (dua) tahun perta-
ma setelah konversi paling sedikit
1 (satu) calon anggota Direksi
harus memenuhi persyaratan se-
bagaimana dimaksud pada butir
(1}).

,(3)m‘ayoritas anggota Direksi BUS
hasil perubahan kegiatan usaha
(konversi) harus memenuhi keten-
tuan sebagaimana dimaksud pada
butir (1) paling lambat 2 (dua) ta-
hun setelah izin perubahan keg-
iatan usaha diberikan.

c) bagi anggota Direksi BPR, harus me-
miliki pengalaman dan keahlian di
bidang perbankan dan/atau lembaga
jasa keuangan non perbankan paling
singkat 2 (dua) tahun.

d) bagi anggota Direksi BPRS, harus
mempertimbangkan pemenuhan per-
syaratan bahwa mayoritas (paling
sedikit 50%) anggota Direksi ha-
rus memiliki pengalaman operasional
paling §ingkat:

{1)2 (dua) tahun sebagai pejabat di
bidang pendanaan dan/atau pem-
biayaan di perbankan syariah;

(2)2 (dua) tahun sebagai pejabat di
bidang pendanaan dan/atau per-
kreditan di perbankan konven-
sional dan memiliki pengetahuan
di bidang perbankan syariah; atau




(3)3 (tiga) tahun sebagai direksi atau
setingkat dengan direksi di lem-
baga keuangan mikro syariah.

4) kemampuan untuk melakukan penge-

lolaan ‘strategis dalam rangka pengem-
bangan Bank yang sehat.
Yang dimaksud dengan kemampuan
untuk melakukan pengelolaan strategis
antara lain memiliki kemampuan un-
tuk mengantisipasi perkembangan per-
ekonomian, keuangan dan perbankan,
menginterpretasikan visi dan misi Bank,
serta analisis situasi industri perbankan.
Bagi anggota Direksi BPR, kemampuan
untuk mengantisipasi perkembangan
perekonomian termasuk kemampuan
untuk menggali potensi perbankan dae-
rah.

b. bagi calon anggota Dewan Komisaris:

Calon anggota Dewan Komisaris harus me-

miliki: ,

1) pengetahuan di bidang perbankan yang

memadai dan relevan dengan jabatan-

nya; dan/atau

pengalaman di bidang perbankan dan/

atau bidang keuangan.

Yang dimaksud dengan pengetahuan di

bidang perbankan antara lain:

1) bagi calon anggota Dewan Komisaris
BUK, pengetahuan tentang peraturan
dan operasional BUK termasuk pema-
haman mengenai manajemen risiko.

2) bagi calon anggota Dewan Komisa-
ris BUS, pengetahuan tentang per-
aturan dan operasional perbankan
syariah termasul pemahaman men-
genai manajemen risiko.

3) bagi calon anggota Dewan Komisaris
BPR, pengetahuan tentang peraturan
dan operasional BPR termasuk pema-
haman mengenai manajemen risiko.

4) bagi calon anggota Dewan Komisa-
ris BPRS, pengetahuan tentang
peraturan dan operasional BPRS
termasuk pemahaman mengenai
manajemen risiko.

Yang dimaksud pengalaman di bidang

perbankan ‘dan/atau bidang keuangan

2

antara lain adalah pengalaman di bi-
dang operasional, pemasaran, akun-
tansi, audit, pendanaan, perkreditan,
pasar uang, pasar modal, hukum atau
pengalaman di bidang pengawasan lem-
baga jasa keuangan.
Selain itu, bagi calon anggota Dewan
Komisaris yang akan- menjabat pada
Bank yang ditunjuk sebagai entitas
utama juga harus memiliki pengetahuan
mengenai tugas dan tanggung jawab
entitas utama serta pemahaman men-
genai kegiatan bisnis utama dan risiko
utama LJK dalam konglomerasi keuan-
gan. Penunjukan Bank sebagai entitas
utama dan pengertian mengenai kon-
glomerasi keuangan mengacu kepada
peraturan OJK mengenai penerapan
tata kelola terintegrasi bagi konglom-
erasi keuangan.
Selain memenuhi persyaratan integritas,
reputasi atau kelayakan keuangan, dan
kompetensi tersebut di atas, calon PSP,
calon anggota Direksi dan/atau calon ang-
gota Dewan Komisaris juga harus me-
menuhi persyaratan mengenai kepemilikan
dan kepengurusan/pengelolaan Bank se-
bagaimana diatur dalam ketentuan per-
aturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON
PSP

1.

Permohonan Bank untuk memperoleh persetu-
juan atas calon PSP disampaikan oleh PSP/
direksi badan hukum.{dalam hal permohonan
izin pendirian barik) atau oleh anggota Direksi

Bank {untuk Bank yang telah memperoleh izin

usaha) kepada OJK dilengkapi dengan doku-

men persyaratan administratif sebagaimana
diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan dan ketentuan lain yang menga-

tur mengenai persyaratan pemegang saham

Bank, yaitu:

a. Ketentuan yang mengatur mengenal per-
syaratan dan tata cara pembukaan kantor
cabang, kantor cabang pembantu, dan kan-
tor perwakilan dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri;
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b. Ketentuan yang mengatur mengenai per-
syaratan dan tata cara pembelian saham
Bank;

c. Ketentuan yang mengatur mengenai per-
syaratan dan tata cara penggabungan
{merger), peleburan (konsolidasi}, dan pen-
gambilalihan {akuisisi) Bank;

d. Ketentuan yang mengatur mengenai
kelembagaan Bank;

e. Ketentuan yang mengatur mengenai pe-
rubahan kegiatan usaha Bank Konvension-
al menjadi Bank Syariah;

f. Ketentuan yang mengatur mengenai batas
maksimum kepemilikan saham Bank;

g. Ketentuan yang mengatur mengenai kepe-
milikan tunggal pada perbankan Indonesia;
dan

h. Ketentuan yang mengatur mengenai prin-
sip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

. Rincian dokumen persyaratan administratif di-

maksud paling sedikit sebagaimana tercantum

dalam: _

a. Bagian Pertama Lampiran SEQJK ini, bagi
calon PSP BUK.

b. Bagian Kedua Lampiran SEOQJK ini, bagi
calon PSP BPR.

c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi
calon PSP BUS dan BPRS.

V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON
ANGGOTA DIREKSI DAN CALON ANGGOTA DE-
WAN KOMISARIS

1.

Permchonan Bank untuk memperoleh persetu-
juan atas calon anggota Direksi dan calon ang-
gota Dewan Komisaris disampaikan oleh PSP/
direksi badan hukum (dalam hal permohonan
izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi
Bank {untuk Bank yang telat\'n memperoleh izin
usaha) kepada OJK dilengkapi dengan doku-
men persyaratan administratif sebagaimana
diatur dalam POJK Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan dan ketentuan lain yang mengatur
mengenai persyaratan anggota Direksi, ang-
gota Dewan Komisaris, pimpinan kantor ca-
bang atau pemimpin kantor perwakilan dari
bank yang berkedudukan di luar negeri, yaitu:
a. Ketentuan yang mengatur mengenai per-

syaratan dan tata cara pembukaan kantor
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VI.

cabang, kantor cabang pembantu dan kan-
tor perwakilan dari bank yang berkedudu-
kan di luar negeri;

b. Ketentuan yang mengatur mengenai pelak- '

sanaan fungsi kepatuhan Bank;

¢. Ketentuan yang mengatur mengenai
kelembagaan Bank;

d. Ketentuan yang mengatur mengenai pelak-
sanaan tata kelola bagi Bank;

e. Ketentuan yang mengatur mengenai pe-
rubahan kegiatan usaha Bank Konvension-
al menjadi Bank Syariah;

f. Ketentuan yang mengatur mengenai pener-
apan tata kelola terintegrasi bagi Bank;

g. Ketentuan yang mengatur mengenai serti-
fikasi manajemen risiko bagi pengurus dan
pejabat Bank; dan

h. Ketentuan yang mengatur mengenai peng-
gunaan tenaga kerja asing pada perbank-
an.

2. Rincian dokumen persyaratan administratif di-
maksud paling sedikit sebagaimana tercantum
dalam:

a. Bagian Pertama Lampiran SEQJK ini, bagi
calon anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris BUK, termasuk calon
anggota Direksi BUK yang ditugaskan
merangkap jabatan sebagai Direktur Unit
Usaha Syariah.

b. Bagian Kedua Lampiran SEOJK ini, bagi
calon anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris BPR.

c. Bagian Ketiga Lampiran SEOJK ini, bagi
calon anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris BUS dan BPRS, terma-
suk Direksi BUK yang ditetapkan ssjak
awal akan menjabat sebagai Direktur UUS
dengan wewenang dan tanggung jawab
hanya untuk mengelola kegiatan usaha
uus.

DOKUMEN PENDUKUNG ATAS DOKUMEN PER-
SYARATAN ADMINISTRATIF ;

Dalam hal menurut penilaian OJK dianggap
perlu, pemegang saham untuk pendirian Bank
baru atau anggota Direksi Bank untuk Bank yang
telah memperoleh izin usaha harus menyampai-
kan dokumen pendukung atas dokumen per-
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syaratan administratif yang dipersyaratkan seb-
agaimana dimaksud dalam angka IV dan angka V.

VIl. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN AD-
MINISTRATIF

1

Sebelum Bank menyampaikan dokumen per-

syaratan administratif kepada Otoritas Jasa

Keuangan dalam permohonan pencalonan,

Bank wajib terlebih dahulu menyusun daftar

pemenuhan persyaratan (compliance check-

list} dokumen persyaratan administratif yang
dilakukan oleh:

a. satuan kerja kepatuhan;

b. Pihak yang melaksanakan fungsi kepatu-
han dalam hal Bank belum diwajibkan me-
miliki satuan kerja kepatuhan; atau

c. PSPidireksi badan hukum dalam hal per-
mohonan izin pendjrian Bank.

Daftar pemenuhan persyaratan (compliance

checklist) tersebut di atas disertai penjela-

san yang menyatakan bahwa dokumen per-
syaratan administratif yang disampaikan:

a. lengkap dan benar baik jumlah dan format-
nya serta substansi dokumen persyaratan
administratif yang disampaikan telah ses-
uai sebagaimana dipersyaratkan dalam SE
OJK ini.

b. menyatakan bahwa persyaratan adminis-
tratif berupa “pernyataan” dan “daftar
isian” benar telah diisi dan ditandatangani
oleh calon yg diajukan.

. Dalam hal tidak terdapat Direktur yang mem-

bawahkan fungsi kepatuhan atau Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak
dapat menjalankan tugasnya, maka daftar
pemenuhan persyaratan {compliance check-
list) ditandatangai oleh pejabat pengganti se-
bagaimana diatur dalam ketentuan mengenai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatu-
han.

Dalam hal Direktur yang membawahkan fung-
si kepatuhan mempunyai benturan kepentin-
gan dengan Bank, maka daftar pemenuhan
persyaratan (compliance checklist) ditan-
datangani oleh anggota Direksi lainnya.
Dalam hal Bank belum diwajibkan memiliki Di-
rektur yang membawahkan fungsi kepatuhan
maka daftar pemenuhan persyaratan (compli-
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ance checklist) ditandatangani oleh anggota
Direksi lainnya. .

Dalam hal proses penilaian kemampuan dan
kepatutan dilakukan pada saat permohonan
izin pendirian bank maka daftar pemenuhan
persyaratan (compliance checklist) ditan-
datangani oleh pihak yang mengajukan per-
mohonan.

Daftar pemenuhan persyaratan {(compliance
checklist) disampaikan bersamaan dengan pe-
nyampaian dokumen persyaratan administra-
tif calon yang diajukan.

Vil. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN
KEPATUTAN

¥

Tata cara penilaian kemampuan dan kepatu-

tan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan

Pasal 16 POJK Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan dilakukan melalui penilaian admi-

nistratif.

Dalam rangka penilaian administratif terhadap

calon PSP, calon PSP melakukan pemaparan/

presentasi paling sedikit mengenai:

a. rencana calon PSP terhadap pengemban-
gan Bank yang akan dimiliki paling singkat
untuk 3 (tiga) tahun sejak dimiliki; dan

b. strategi calon PSP dalam hal Bank yang
akan dimiliki mengalami kesulitan likuidi-
tas/solvabilitas.

Dalam hal calon PSP berupa badan hukum

maka:

a. penilaian kemampuan dan kepatutan terha-
dap badan hukum tersebut dilakukan den-
gan menilai badan hukum yang bersangku-
tan, anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris badan hukum yang bersangku-
tan, dan pihak-pihak yang berdasarkan pe-
nilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan
pemilik dan pengendali terakhir dari badan
hukum tersebut (ultimate shareholders).

b. Dalam hal ultimate shareholders adalah
pemerintah negara lain, dan hukum di
negara yang bersangkutan tidak mem-
perbolehkan uiftimate shareholders terse-
but memberikan data dan dokumen, OJK
menetapkan ultimate shareholders lain
yang secara langsung dikendalikan ofeh
pemerintah negara tain tersebut berdasar-
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kan dokumen pendukung yang sah sebagai
pengganti ultimate shareholders pemerin-
tah negara lain tersebut.

Yang dimaksud dengan dokumen pendu-
kung yang sah antara lain memuat penun-
jukan badan hukum lain yang dikendalikan
pemerintah negara lain sebagai ultimate
shareholders untuk dilakukan penilaian ke-
mampuan dan kepatutan serta penegasan
bahwa hukum dari negara tersebut melar-
ang pemerintah dimaksud untuk memberi-
kan data dan dokumen.

c. Selain pihak-pihak sebagaimana dimalfsud
pada huruf a dan huruf b, OJK dapat mene-
tapkan pihak lain yang berdasarkan pe-
nilaian OJK melakukan Pengendalian, un-
tuk menyampaikan dokumen persyaratan
administratif.

d. Pemaparan/presentasi dapat dilakukan
oleh badan hukum tersebut atau badan hu-
kum lain dalam kelompok usahanya atau
ultimate shareholders.

e. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ harus mengi-
kuti pemaparan/presentasi.

4. Bank harus terlebih dahulu melakukan pe-

nilaian pemenuhan persyaratan integritas,

reputasi keuangan, dan kompetensi terhadap’

calon anggota Direksi dan/atau calon anggota

Dewan Komisaris yang akan diajukan. Pe-

nilaian paling sedikit mencakup:

a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang
pernah diberikan Bank;

b. kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau
kepailitan;

c. latar belakang pendidikan baik formal mau-
pun informal;

d. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan
tugas;

e. kemampuan calon untuk menduduki posisi
yang akan dijabat; dan

f. rangkap jabatan.

Penilaian dilakukan oleh komite nominasi se-

bagaimana dimaksud dalam ketentuan yang

mengatur mengenai penerapan tata kelola

bagi perbankan. Hasil penilaian dimaksud dis-

ampaikan kepada OJK pada saat pengajuan

calon anggota Direksi dan/atau calon anggota
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Dewan Komisaris.

Dalam hal Bank belum diwajibkan memi-
liki Komite Nominasi maka penilaian dilaku-
kan oleh satuan kerja kepatuhan atau fungsi
kepatuhan.

Dalam hal pencalonan anggota Direksi dan/
atau anggota Dewan Komisaris dilakukan
pada saat permohonan izin pendirian bank
maka penilaian dilakukan bleh pihak yang
mengajukan permohonan.

. Dalam rangka penilaian administratif terhadap

calon anggota Direksi dan calon anggota De-

wan Komisaris, OJK melakukan klarifikasi ke-

pada calon yang bersangkutan apabila:

a. Calon yang diajukan memiliki data atau in-
formasi negatif yang diperoleh OJK.

b. Calon yang diajukan belum mempunyai
pengalaman-yang relevan pada perbankan
Indonesia dengan mempertimbangkan po-
sisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas
Bank tempat yang bersangkutan akan di-
calonkan.

1) Bagi BUK, calon yang diajukan akan di-
lakukan klarifikasi sebagaimana tercan-
tum dalam tabel berikut:

®1 : Dikiarifikeston - Eseuall untuk caion
g uﬂﬂa‘hd mll‘]!iﬂ;l.l"ﬁlllllll n.d.g-:tnuh
1 dengan ukuran dun komplékiitss (BUKUI
yang labis dinggl yang skan menlabiol e

bagnl Dirut padi bank dangsn ukuran deq
; knmﬁldﬁ.l.if.n I'HI.'WI.H Tlllu L nl.lu Imbilh

__&zs qeac R

| F2| Thok diblnbiknsd, Noshaall imtub siion

PECE R by el etk Dipat &m bk don-

= - gan  ukuran dir komplekaitas |

: IB&WIHM wtalts . parsctudy | g Bkan
menjabai sabagal Dirken #tau Dirut gadn
fank dnﬂr.pln uhumu din hnmuhhmrn.
I'l!UI'.U] yang lehih Il.ngul .
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Keterangan :

K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

S

Yang dimaksud pernah menjabat seb-
agai anggota Direksi BUK ftidak terma-
suk pihak yang pernah menjahat seb-
agai pemimpin kantor perwakilan dari
bank yang berkedudukan di luar negeri.
Yang dimaksud pernah menjabat se-
bagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS
termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor
cabang di luar negeri dari BUK dan BUS
di Indonesia.

Bagi BUS, calon yang diajukan akan di-

Jakukan klarifikasi sebagaimana tercan-

tum dalam tabel berikut:

a) Pihak yang mempunyai pengalaman
di BUS vang akan menjabat sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris di BUS.

K1 ¢ Derfiasian fngusf unik - cplan
yang famah manjebar Divaktur pudn BUS
dergai vkuran dan Yompleksitay - (BUKL)
yang lsbits tiiggl yiog aksh menjsbes se-
gl Bivit pads BUS dengen urmn don
Kommipkiskine (BURUS yarig sans ptoil hibih

vz 37 18/49-T1
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Keterangan :
I : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

b) Pihak yang mempunyai pengalaman
di BUK yang akan menjabat sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan

Kemisaris di BUS.

018
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Keterangan :

K : Dikiarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

3)

Yang dimaksud memiliki pengalaman
perbankan syariah adalah pengalaman
di industri perbankan syariah dengan
jabatan paling rendah sebagai Pejabat
Eksekutif. 0

Yang dimaksud pernah menjabat seb-
agai anggota Direksi perbankan tidak

termasuk pihak yang pernah menjabat

sebagai pemimpin kantor perwakilgn
dari bank yang berkedudukan di luar
negeri.

Yang dimaksud pernah menjabat se-
bagai Pejabat
syariah termasuk Pejabat Eksekutif

Eksekutif perbankan

pada kantor cabang di luar negeri dari

BUS.

Bagi BPR, calon yang diajukan akan di-

lakukan klarifikasi sebagaimana tercan-

tum dalam tabel berikut:

a) Pihak yang mempunyai pengalaman
di BPR/BPRS yang akan menjabat se-
bagai anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris di BPR.

Keterangan :
K . Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

b) Pihak yang mempunyai pengalaman
di BUK/BUS yang akan menjabat se-
bagai anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris di BPR.




Keterangan :
K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi Keterangans
K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi
Yang dimaksud pernah menjabat se-
bagai Pejabat Eksekutif BUK dan BUS
termasuk Pejabat Eksekutif pada kantor
cabang di luar negeri dan BUK dan BUS

b) Pihak yang mempunyai pengalaman
di BUS yang akan menjabat sebagai
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris di BPRS.

di Indonesia.

4} Bagi BPRS, calon yang diajukan akan di-
lakukan klarifikasi sgbagaimana tercan- e s g% gWﬁT_@
tum dalam tabel berikut: : e

a) Pihak yang mempunyai pengalaman

di BPRS yang akan menjabat sebagai

anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris di BPRS.

i 1T Tidak ok, horue wnnik eslon

o - Lyling parnah’ mmhbi‘l Ditkep patta. BPRS

e gan lursd dan kompleksitas (BPRS]

i oy S . yanq lshin rendah gnnn%hn nunlnlm da-

I i ) i Gl Dl phda BPR dongan” uluran dan

Lol Lo T eephiaitis (IRRE] yang b teggl.
P e A LN Y T E s e AT | b

Lo . . MY ¢ DiMarifikoeikan Kecust uniub ealon

e LIRS S *w“mmmu pnta BPA

i ; S IE s&num ukuran dan komphekuitis | (BPRS)

= : - wuug lqhih tinggi yang wkan mlrddml Dty

bk © 0 »qw Dirut pedn BPRS dengan ukuran dan

: L B mmlmswﬁmumum

e

Keterangan :
K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

- .I. ]|~$es

T34 'I-'\tllt dl;lil’lﬂl:l!l. hdui-lﬂ untuh cafun

- ,mrmmunumpmumsm ¢) Pihak yang mempunyai pengalaman

SN foteshig WA di BPR yang akan menjabat sebagai

anggota Direksi dan anggota Dewan
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Keterangan : .
K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi

Yang dimaksud memiliki pengalaman
syariah adalah pengalaman sebagai
pejabat di bidang pendanaan dan/atau
pembiayaan di perbankan syariah atau
sebagai Direksi atau setingkat Direksi di
lembaga keuangan mikro syariah.
c. Calon yang diajukan pernah Tidak Di-
| setujui OJK karena tidak memenuhi
Keterangan : persyaratan kompetensi dalam pe-
K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi | fylhian gl mpuan danf kepatutan
terakhir sebelum pencalonan.
6. Jumlah calon anggota Direksi dan/atau calon
anggota Dewan Komisaris yang dapat diaju-
kan dalam permohonan paling banyak ber-

d} Pihak yang mempunyai pengalaman
di BUK yang akan menjabat sebagai
5 anggota Direksi dan anggota Dewan

jumlah 2 {dua) orang untuk setiap lowongan
Komisaris di BPRS.

jabatan dan penetapan calon yang diajukan
telah sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan yang berlaku.

7. Penghentian Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan

a. OJK menghentikan penilaian kemampuan
dan kepatutan calon PSP, calon anggota
Direksi, dan calon anggota Dewan Komisa-
ris apabila pada saat penilaian dilakukan
calon tersebut:

1) sedang menjalani proses hukum;

2} sedang menjalani proses penilaian ke-
mampuan dan kepatutan pada suatu
LJK; dan/atau

3} sedang dalam proses penilaian kembali
karena terdapat indikasi permasalahan
integritas, kelayakan/reputasi keuangan
dan/atau kompetensi pada suatu LJK.

_b. Yang dimaksud sedang menjalani proses

hukum adalah apabila calon PSP, calon

anggota Direksi, atau calon anggota De-

wan Komisaris telah menyandang status

tersangka atau terdakwa dalam perkara

. pidana atau sedang menjalani proses pera-
dilan terkait kepailitan.

¢. Yang dimaksud sedang menjalani proses

penilaian kemampuan dan kepatutan pada
suatu LJK adalah apabila calon PSP, calon
anggota Direksi, atau calon anggota De-
wan Komisaris sedang diajukan sebagai
calon PSP, calon anggota Direksi, atau
calon anggota Dewan Komisaris pada LJK
lain.
OJK menghentikan penilaian kemampuan
dan kepatutan terhadap pencalonan selain
pencalonan pertama yangd diajukan LJK ke-
pada OJK.

d. Yang dimaksud dengan sedang dalam
proses penilaian kembali karena terdapat
indikasi permasalahan integritas, kelay-
akan/reputasi keuangan dan/atau kompe-
tensi pada suatu LJK adalah apabila calon
PSP, calon anggota Direksi, atau calon
anggota Dewan Komisaris sedang dalam
proses penilaian kembali karena terdapat
indikasi permasalahan integritas, kelay-
akan/reputasi keuangan, dan/atau kompe-
tensi dalam kapasitas yang bersangkutan
sebagai Pihak Utama. A
0OJK menghentikan penilaian kemampuan

dan kepatutan terhadap pencalonan yang
bersangkutan yang diajukan LJK kepada
CJK.

e. OJK memberitahukan penghentian pe-
nilaian kemampuan dan kepatutan kepada
Bank yang mengajukan pencalonan.

f. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan
calon anggota Dewan Komisaris yang di-
hentikan pe'r]ilaian kemampuan dan kepat-
utan, dapat diajukan kembali kepada OJK
untuk menjadi calon PSP, calon anggota
Direksi, dan calon anggota Dewan Komisa-
ris apabila yang bersangkutan telah selesai
menjalani:

1) proses hukum yang dibuktikan dengan
adanya:
a) Surat Perintah Penghentian Penyidi-
kan (SP3); atau
b) Putusan Pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap yang
menyatakan bahwa yang bersangku-
tan tidak bersalah;
¢) Putusan Pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap yang
menyatakan bahwa yang bersangku-
tan tidak ditetapkan pailit; atau
2) proses penilaian kernbali terkait perma-
salahan integritas, kelayakan/reputasi
keuangan, dan/atau kompetensi pada
suatu LJK namun tidak terbukti memi-
liki permasalahan integritas, kelayakan/
reputasi keuangan, - dan/atau kompe-
tensi.

IX. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATU-
TAN

1.

OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan
dan kepatutan yaitu Disetujui atau Tidak Dis-
etujui.

Jangka waktu penetapan hasil penilaian ke-
mampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen per-
mohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal proses penilaian kemampuan dan
kepatutan calon PSP, calon anggota Direksi,
atau calon anggota Dewan Komisaris dilaku-
kan pada saat permohonan izin pendirian, pe-
rubahan kegiatan usaha bank konvensional '
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menjadi bank syariah, penggabungan dan/
atau peleburan Bank, OJK memberikan pene-
tapan hasil penilaian kemampuan dan kepat-
utan dalam jangka waktu sesuai dengan ke-
tentuan yang mengatur mengenai pemberian
izin pendirian, perubahan kegiatan usaha bank
konvensional menjadi bank syariah, peng-
gabungan dan/atau peleburan Bank.

. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau

calon anggota Dewan Komisaris yang Dis-
etujui OJK dinyatakan memenuhi persyaratan
untuk menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau
anggota Dewan Komisaris pada Bank yang
mengajukan pencalonan.

. RUPS mengangkat calon anggota Direksi atau

calon anggota Dewan Komisaris yang Disetu-
jui OJK dalam jangka waktu sebagaimana dia-
tur dalam ketentuan yang mengatur mengenai
kelembagaan bagi BUK, BUS, BPR, dan BPRS.

. Persetujuan dari OJK menjadi tidak berlaku

apabila sampai dengan jangka waktu seb-
agaimana dimaksud pada angka 5 berakhir,
calon anggota Direksi dan/atau calon anggota
Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS.

. Calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau

calon anggota Dewan Komisaris yang Tidak

Disetujui OJK dinyatakan tidak memenuhi per-

syaratan untuk menjadi PSP, anggota Direksi,

dan/atau anggota Dewan Komisaris pada

Bank yang mengajukan pencalonan, dengan

ketentuan:

a. Calon anggota Direksi dan/atau calon ang-
gota Dewan Komisaris yang Tidak Disetu-
jui OJK yang berasal dari peralihan jabatan
sebagaimana dimaksud pada butir 11.2.d
sampai dengan butir Il.2.h, yang bersang-
kutan masih dapat menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai anggota Direksi, atau
anggota Dewan Komisaris pada Bank di-
maksud sepanjang belum diberhentikan
dari jabatan sebelumnya sesuai dengan
anggaran dasar Bank.

b. Calon anggota Direksi atau calon anggota
Dewan Komisaris yang Tidak Disetujui
OJK yang berasal dari Pejabat Eksekutif
yang sedang menjabat .pada Bank, yang
bersangkutan masih dapat menjalankan
tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Ekse-

kutif pada Bank dimaksud sepanjang be-
lum diberhentikan dari jabatan sebelumnya
sesuai dengan anggaran dasar Bank.

8. Calon anggota Direksi atau calon anggota De-

wan Komisaris yang Tidak Disetujui OJK na-
mun telah mendapat persetujuan dan diangkat |
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris Bank sesuai keputusan RUPS maka
Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk
membatalkan pengangkatan yang bersangku- |
tan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) |
bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetu-
jui.

. Bank wajib melaporkan pembatalan pengang-

katan calon anggota Direksi dan/atau calon
anggota Dewan Komisaris kepada OJK paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS
pembatalan pengangkatan yang bersangku-
tan. Dalam hal tidak terdapat peraturan yang
mengatur mengenai pelaporan pembatalan
pengangkatan calon anggota Direksi atau
calon anggota Dewan Komisaris oleh RUPS,
Bank wajib melaporkan paling lambat 7 (tu-
juh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pen-
gangkatan calon anggota Direksi atau calon
anggota Dewan Komisaris.

10. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK karena

tidak memenuhi persyaratan integritas namun

telah memiliki saham Bank yang mengajukan

pencalonan, maka yang bersangkutan:

a. wajih mengalihkan seluruh kepemilikan sa-
hamnya pada bank yang bersangkutan dan
tidak melakukan Pengendalian; dan

b. tidak dapat menjalankan hak selaku peme-
gang saham yaitu hak untuk menghadiri,
mengeluarkan suara, dan hak untuk diper-
hitungkan dalam kuorum dalam RUPS ser-
ta hak menerima dividen yang dibagikan.

Pengalihan kepemilikan saham calon PSP

yang Tidak Disetujui OJK dimaksud harus

dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.

11. Calon PSP yang Tidak Disetujui OJK
[Bersambung]
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